
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOrvron 37 TAHUN 2AL6

TENTANG

TATACARAPENGELoLAANKEKAYAANDESADIKABUPATENKATINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'

BUPATI KATINGAN'

Menimbang:a.bahwaunhrkmelaksanakanketentuanPasal16
Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 4 Tahun 2OOT

tentangPedomanPengelolaanKekayaanDesaperlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Katatingan;

b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadi
maksud,dalamhurufadiatasperluditetapkandengan
Peraturan BuPati Katingan'

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang

PembentukanKabupatenKatingan'KabupatenSenryan'

Kabupatensukamara,Kabupatent.amarrdau,Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau' Kabupaten

MurungRaya,danl(abupatenBaritoTimurdiProvinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2aa2 Nomor l8,Tarnbalran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a180h

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ?QLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL4

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

lndonesia Nomor 5a95);

tentang Desa

Ta-hun 2Ol4

Republik
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4. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244' Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagiamana

telah diubah beberapa kali terakhir' dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAL+ tentang

Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nonror 38 Tahun 2AOT tentang

PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah'
PemerintahanDaerahProvinsidanPemerintahanDaerah

Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor afi7l;

Peratrrran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peratrrran Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun

zll4tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 2L3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2olstentangPerubahanPeratrrranPemerintahNomor43

Tahunzo!4tentangPeraturanPelaksanaanUndang
Undang Nomor 6 tahun 2AL4 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57 '

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

57r71;

7. Peraturan Pemerinta'h Nomor 6O Tahun 2OL4 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belarrja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun z}t+ Nomor 168' Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

PemerintahNomor6oTahun2aL4tentangDanaDesa
Yang Bersurnber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

5.

6,
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8.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 569a\;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2o0stentangPembagianUrusanPemerintahanyang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008

Nomor 3);

Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2AA7

tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah'

MEMUTUSI{AN:

PERATURANBUPATIKATINGANTENTANGTATACARA
PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN'

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l.PemerintahDaerahadalahGubernur'Bupati'atau
Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelen ggasa Pemerintah Daerah'

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan

Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugs pembantuan dengan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat

daerah kabuPaten dan daerah kota'

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memilikibatas-bataswilayahyangbenrenanguntuk
mengatur dan mengums

5. pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

9.

10.

Menetapkan :



-4-

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

PermusyawaratanDesadalammengaturdanmengurus

kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkarrasal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalamsistempemerintahanNegaraKesatuarrRepublik
Indonesia.

6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa'

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

narna lainn selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa'

8. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari

perencanaan, pengadaan' penggunaan' pemanfaatan'

pengamanall, pemeliharaan' penghapusan' pemindah-

anganan, penatausahaan' penilaian' pembinaan'

pengawasan d"an Pengendalian'

g.KekayaanDesaadalahbarangmilikDesayangberasal

darikekayaanasliDesa,diheliataudiperolehatasbeban
AnggaranPendapatandanBelanjaDesaatauperolehan

hak lainnYa Yang sah'

l0.TarrahDesaadalahbarangmilikdesabenrpatanah
benglrok, kuburan, dan titisara'

11. Swadaya masyarakat adalah kema:rrpuan dari suatu

kelompokmasyarakatdengankesadarandaninisiatif
sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan

kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang

dirasakan dalam kelompok masyarakat itrr'

12. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan

dan sudah melembaga serta mengandung urlsu'r-unsur

timbatbalikyangbersifatsukarelaantarawargaDesadan
atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa unhrk

memenuhikebutuhanyanginsidentilmaupun
berkelangsungan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraal}bersamabaikmaterilmaupunspiritual.
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l3.PenyertaanModalPemerintahDesaadalahpengalihan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau

saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa' badan Usaha

Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki

oleh Desa atau Daerah'

l4.Inventarisasi adalah kegiatan unttrk melakukan

pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan

kekaYaan milik Desa'

15. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan

rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk

menghubungkan pengadaan barang yang telah ada

dengan kead'aan yang sedang berjalan sebagai dasar

melakukan tindakan yang akan datang'

16. pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang

tidakdipergunakandalambentukseura,pinjampakai,
kerjasamapemanfaatan,danbangunserahguna/bangun
guna serah d'engan tidak mengubah status Kekayaan

Desa.

l.T.SewaadatahpemanfaatarrKekayaanDesaolehpihaklain

dalam jangka wakhr tertentu untuk menerima imbalan

uang tunai.

18. Pinjam pakai adalah perryerahan penggunaan Kekayaan

Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu

tersebutberakhirharusdiserahkankembalikepada
Pemerintah Desa yang bersanglantan'

19. Kerjasama pemanfaatan adalatr pendayagunaan

Kekayaan Desa oleh pihak lain dalanr jangka wakhr

tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa

bukan p4iak dan sumber pembiayaan lainnya'

2o.Bangungunaserahadalahpemarrfa.atanKekayaanDesa

berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan

bangunandan/atausaral}aberikrrtfasilitasnya,
kemudiarrdidayagunakanolehpihaklaintersebutdalam
jangka wakhr tertentu yang telah disepakati untuk

selanjutnyadiserahkankembalitanahbesertabangunart.
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danlatausaranaberikutfasilitasnyasetelahberakhirnya
jangka waktu'

2l.BangunserahgunaadalahpemanfaatanKekayaanDesa
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan'

bangunandanfatauSaranaberikutfasilitasnya,dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk

didayagunakanolehpihaklaintersebutdalamjangka
waktu tertentu Yang disePakati'

22.Hibahialahpengalihankepemilikanbarangdari
PemerintahDaerahkepadaPemerintahDesa'antar
PemerintahDesaataudariPemerintahPusat/Pemerintah

Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian'

BAB 1I

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

(i) Jenis kekayaan Desa terdiri atas:

a. tanah Kas Desa;

b. Pasar Desa;

c. Pasar Hewan;

d. tambatan Perahu;

e. bangunan Desa;

f. pelelangan Ikan yffLgdikelola oleh Desa dan;

g. lain-lain kekaYaan milik Desa'

(2) lain-1ain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud

Pada aYat (1) antara lain :

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBDesa lDaetah;

b.barangyangberasaldariperolehanlainnyadanatau
lembaga dari Pihak ketiga'

c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau

Yang sejenis;

d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku'

e.hakDesadariDanaPerimbangan'PajakDaerahdan
Retribusi Daerah;
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f. hibah dari Pemerintah' Pemerintah Provinsi'

Pemerintah KabuPaten / Kota;

g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak

mengikat; dan

h. hasil kerjasama desa'

Pasal 3

(1) Kekayaan d.esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

menjadi milik desa'

(2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikandengandokumenkepemilikanyangsahatas

nama desa.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan

asasfungsional,kepastianhukum'keterbukaan'efisiensi'

akuntabilitas dan kepastian nilai'

Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan

berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa'

Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD'

Pasal 5

BiayapengelolaanKekayaanDesadibebankanpadaAnggaran

PendaPatan dan Belanja Desa'

Pasal 6

KekayaanDesadikelolaolehPemerintahDesadan
dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat Desa.

Pasal 7

Perencanaan kebutuhan kekayaan d'esa disusun dalam

rencalakerjadanAnggararrPendapatandanBelanjaDesa
setelahmemperhatikanketersediaanbarangmilikDesayang
ada.

(1)

{21

(3)
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Pasal I

(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diperoleh melalui:

a. Pembelian;

b. sumbangan;

c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

maupun Pihak lain; dan

d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

(2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U

menjadi milik Desa

Pasal 9

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

a. sewa;

b. Pinjam Pakai;

c. kerjasama Pemanfaatan; dan

d. bangun serah guna dan bangun guna serah'

Pasal 1O

{L) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana

dimaksuddalamPasalghurufadilakrrkanatasdasar:

a. menguntungkan Desa;

b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan

jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan

c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa setelah mendapat persetqiuan BPD'

(2) sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan surat perjanjian sewa menyewa' Yang sekurang-

kurangnYa memuat:

a. pihak-pih"k y*ttg terikat dalam perjanjian;

b. obYek Perjanijian sewa menyewa;

c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban P*a Pihak;

e. PenYelesaian Perselisihan;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force

majeure); dan
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(1)

Pasal 1l'

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b hanya

dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah

Desa.

Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali

tanah dan bangunan'

(3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa prnjam pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat tu dan ayat (21

dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat

persetujuan BPD'

(a) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan

daPat diPerPanjang'

(5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam

pakai yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. obYek Perjanjian Pinjam Pakai;

c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban Para Pihak;

e. PenYelesaian Perselisihan;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force

majeure); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian'

Pasal 12

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sebagaimana

dimaksuddalamPasalgHurufcdilakukanatasdasar:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan

Desa;

b. meningkatkan kesejahteraana masyarakat desa dan

meningkatkan PendaPatan desa;

Kedasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau

bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah'

Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

(2t

(1)

{2\

(3)
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a.tidaktersediaatautidakcukuptersediadanadalam
APBDes untuk memenuhi biaya operasional

/ pemelih araar:, f perbaikan Kekayaan Desa;

b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan

musyawarah mufakat a:r,rtar:aKepala Desa dan BPD;

c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat

Persetujuan BPD;

d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan

kePada Pihak lain; dan

e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan

jeniskekayaandesadandapatdiperpanjang;

(a) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan

surat perj anjian kerj asama sekurang-kurangnya memuat:

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. ObYek Perjanjian Pinjam Pakai;

c. Jangka waktu;

d. Hak dan kewajiban Para Pihak;

e. PenYelesaian Perselisihan;

f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force

majeure); dan

g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian'

Pasal 13

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna

dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal t huruf d dilakukan atas dasar:

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan

fasilitas bagr penyelenggaraan pemerintahan desa

untuk kepentingan pelayanan umum'

b.tidaktersediadanadalamAnggaranPendapatan
Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan

fasilitas.

Pasal 14

{1} Hasil pemanfaatan' kekayaan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12' dan

Pasal 13 merupakan penerimaanlpendapatan Desa'

(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U



- 1L -

wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa'

Pasal t5

(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak

diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan

kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan

umum-

(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana

dimaksudpadaayat{1}dilakrrkansetelahmendapatganti

rugi sesuai harga yarlg menguntungkan desa dengan

memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak

TNJOP).

{3} Penggantian ganti rugl berupa uang harus digunakan

untukmembelitanahlainyanglebihbaikdanberlokasidi

Desa setenaPat'

{4} Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sehagaiamana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputu$an

KePala Desa'

(5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diterbitt<an setelah mendapat persetujuan BPD dan

mendapat iiin tertulis dari Bupati'

Pasal t6

Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka

pengamanan'

Pasal L7

Tatacarapengeiolaankekayaandesadiaturdengarrtrreraturan

DesadenganberpedomanpadaPerattrranBupati,peraturan

menteriyangmenyelanggarakanurusal}pemerintatranbidang

pemeriatahan dalam negeri'

BAB IV

PEI"APORAN

Pasal 18

(l}KepalaDesamerryampaikanlaporarrhasilpengelolaan
kekayaandesakepadaBupatimelaluiCamatsetiapakhir
tahun arlggaran dan/atau seuralctrr-waktu apabila

diperlukan'
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(2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan

pertanggungiawaban'

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) BuPati melakukan Pembinaan

pengelolaan KekaYaan Desa'

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada

menetapkan kebijakan teknis pengelolaan

ayat {1) dengan

dan melindungi

KekaYaan Desa'

(3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan

desamelaluiaudityangdilakukanolehlnspektorat
KabuPaten.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa'

maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan

menjadi milik Desa baru;

(2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam

ayat(1)dituangkandalamBeritaAcaraSerahTerimayang

ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD

bersanglantan dan diketahui oleh Bupati'

Pasal 2 1

(1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran

Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa;

(2) Pembaglan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) difasilitasi oleh Camat;

{3}DalamhalhasilmusyawarahyangdifasilitasiolehCamat
tidak tercapai, pembagian Kekayaan Desa ditetapkan

dengan kePutusan BuPati;

{4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus memPertimbangkan :

a. Pemerataan dan Keadilan;

dan Pengawasan
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b. manfaat;

c. transParansi;

d. sosial budaya masyarakat setempat'

BAB VII

KEIENTUAN PENUTUP

Pasa|22

Dengan berlakunya peraturan ini' maka

yang sebelumnya mengatur mengenai

dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 23

Ketentuan yang mengatur mengenai aset desa menlresuaikar

danberpedomandenganPeraturarrBupatiiniterhitungmulai
Peraturan Bupati ini diundangkan'

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agerr setiap orarlg mengetahuinya' mernerintahkan

pengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan'

DitetaPkan di Kasongan

pada tanggal lb - f-2@lb
BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Iksongart

pada tanggal, [t-S- ilPtb
DAERAH KAtsUPATEN KATINGAN'

X'ff;XH*" I{ABupArEN KATINGAN rAHuN zarGNoMoR,, ggl

Peratrrran EluPati

kekaYaan desa



LAPORAN I(EI(AYAAIT

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

SAMPAI DENGAN

MILIK DESA

KATINGAN

31 DESEMBER 20...

A. ASEI I,ANCAR
1. Kas Desa

a. Uang kas di Bendahara Desa

b, Rekening Kas Desa

2. Piutang
a. Piutang Serrra Tanah
b. Piutang Sewa Gedung
c. dst..""

3. Persediaan
a. Kertas Segel
b' Materai

JUMTAII ASET-I,AI{CAR

ASEf TIDAI{ LAI{CAR

1. Investasi Permanen

- PenYertaan Modal Pemerintah

Desa

2. Aset TetaP

- Tanah
- Peralatan dan Mesin

- Gedung dan bangunan

- Jalan, Jaringan dan Instalasi

- dst......-

3. Dana Cadangan

' DartaCadangan
4. Aset tidak lancar LainnYa

JUMLAII ASET (A + Bl

TANGGAL ..........

TTD

IKEPALA DESA ..............)



Penielasan tabel:

L. Aset desa adalah barang milik desa aang bera'sal dari ketcayaan asli desa" dibeli

atau diperoleh atos beban Anggaran Pendapatan dan Betanja Desa atau perolehsn

hnktainnYagang sah'

2. uang kas adalah uang mitik Pemerintah Deso' baik gang disimpan di Bendahsra

Desa maupun di retrening lcas desa'

S.PiutangDesaadalahtagitnnuawdesakepad.apihakaengmengelolalcekagaan
desa,antaralainberupatanafugedungaangdiharapkanakandilunosidalam

walcttt pating lama 1 (safii) talrun qnggararu seiak ditetaplwnnga keriasama tersebut'

4. Persediaan adalah suafii lcelcagaan berupa barang mihlc pemerintah desa aang

dinitaidenganuangbaikberupauaftgkertasmouwnsuratber?nrgadalampenode
normal,antaralainkertassegel,materai,deposito'giro'

5. Asef Desa tidak lancar meliputi pengertaan modal pemerintah desa dan aset tetap

milik desa antara lain tanah" peralatan dan mesift' gedung d'an barqunan' jalan'

jaingan daninstalasi'

6. Dana cadangan adalah dana aang dbisikan unfiik menampung lcebutttTwn yang

mem.erlulcandanaaarugretatifbesargangtidokdapatdipenuhidalamsaluta?am

anggaran.

7. Keulajiban adalah utang aang timbut lcnrena a.danga pinjamon aleh Pemeinta?u

g. Kekayaan bersih adalahselisih antara aset dan keutaiiban pemerintah desa'

Catatan:

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak

dibuka Peluang untuk Pinjaman'


